
  
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman 

dan/atau Hibah Luar  Neger i ,  per lu  menetapkan Peraturan  

Presiden tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 

20 10-20 14; 

 

Mengingat  :   1.   Pasal  4 aya t (1)  Undang-Undang Dasar  Negar a  

Republ ik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republ ik  

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S is tem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  

Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pin jaman dan/atau Penerimaan Hibah ser ta 

Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN 

LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014. 

 

Pasal 1 

(1) Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014, 

y an g  s e l an ju tn ya  d i s ebu t  RKPLN  2010 - 2014 ,  d i sus un  

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2010-2014 (RPJMN 2010 –  2014). 

(2) RKPLN 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

meliputi arah kebijakan pinjaman luar negeri, prinsip-prinsip 

pemanfaatan pin jaman luar  neger i ,  indikas i  kebu tuhan  

p i n j am an  l u a r  n e ge r i ,  dan  k r i t e r i a  p r i o r i t a s  b i d an g  

pembangunan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri 

tahun 2010-2014. 

 

Pasal 2 

Arah kebijakan pinjaman luar negeri tahun 2010-2014 meliputi: 

a. kebijakan makro yang diarahkan untuk mencapai kesinambungan 

fiskal; 

b. kebijakan pemanfaatan melalui penajaman fokus pemanfaatan 

yang lebih selektif sesuai prioritas pembangunan nasional dalam 

RPJMN 2010-2014; 
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